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Abstrak

Salah satu upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk
memastikan keberlanjutan pengembangan industri kelapa sawit adalah menciptakan
standar keberlanjutan yang disebut Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam
peraturan presiden no 44 tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menentukan nilai kemampuan petani swadaya kelapa sawit di Indragiri Hilir untuk
memenuhi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan mengidentifikasi
masalah yang dihadapi dalam mencapai standar-standar ini. Evaluas kemampuan
petani swadaya untuk mencapa standar 1SPO dilakukan dengan metode audit, hasil
penilaian dari semua parameter yang ditetapkan sesuai dengan Prinsip, Kreteria dan
Indaktor. Kriteria dan Indikator yang terkandung dalam ketentuan ISPO kemudian
dinila dalam satuan persen. Metode audit dilakukan secara analisis deskriptif
kuantitatif kesesuaian antara prinsip, kriteria dan indikator 1SPO dengan
membandingkan pel aksanaan legalitas, organisasi dan pengelolaan, pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang diterapkan oleh petani swadaya. Kesiapan penerapan
ISPO pada petani sawdaya dengan melakukan penilaian terhadap empat prinsip, 20
kriteria dan 47 indikator. Dari 47 indikator yang ditetapkan pada persayaratan 1SPO
pola swadaya, sebanyak 58,94% indikator ISPO belum pernah dijalankan petani
swadaya dan sebesar 42,06 % indikator ISPO sudah ada petani yang menjalananya.
Dari indikator ISPO yang sudah dijalankan petani swadaya, hanya dijalankan oleh
sebahagian kecil petani swadaya.

KataKunci : ISPO, Kelapa Sawit, Swadaya.

PENDAHUL UAN orang (Risa, 2018). Kelapa sawit

Subsektor perkebunan di Indonesia merupakan  komoditas pilihan  dalam

telah menjadi salah satu sumber devisa Program  revitdisas - perkebunan
non-migas dan mampu menyediakan berdasarkan beberapa pertimbangan, di

lapangan kerja bagi lebih dari 6 juta n@awa (1) komoditas  yang
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dikembangkan memiliki peran yang
sangat  strategis  sebaga  sumber
pendapatan masyarakat, (2) komoditas
yang dikembangkan memiliki prospek
pasar, baik dalam pasar domestik dan
ekspor (Puspa, 2018). Perkebunan
kelapa sawit di Indonesia pada 2012
mencapai 9,5 juta hektar, Pada 2017
produksi CPO Indonesia naik dari 23,5
jutaton menjadi 26 juta ton atau tumbuh
11,01%, dengan jumlah produksi
Indonesia masih merupakan produsen
minyak sawit terbesar dan menguasal
48% dari tota pangsa pasar dunia
(Irianto dan Mulono Apriyanto 2012),
(Apriyanto Mulono et al. 2017),
(Anonim 2020).

Jumlah produks perkebunan sawit
di Indonesia pada tahun 2016 adalah
33,23 juta ton, yang dihasilkan dari
11,91 jutaHaluas total areal perkebunan
kelapa sawit secara nasional. Secara
proporsional, 54,64 persen kebun sawit
nasional diusahakan oleh perusahaan
besar swasta (PBS). Sisanya, sekitar
39,08 persen diusahakan oleh rakyat
(termasuk plasma) dan sebagian kecil
diusahakan oleh perkebunan besar milik
negara (PBN) (Ditjen Perkebunan, 2015-
2017).

Di Indonesia ada tiga pola
pengelolaan perkebunan kelapa sawit
yaitu perusahaan, plasma dan swadaya.
Swadaya adalah pola pengembangan
perkebunan kelapa sawit yang dilakukan
oleh petani sendiri, mula dari
pembukaan lahan, penanaman,
pemeliharaan, panen pemasaran hasil
tanpa melaui kemitraan usaha. Pola
pengelolaan swadaya merupakan luas
lahan yang paling luas dari tiga
pengelolaan kebun kelapa sawit yang
ada di Indonesia, dan kebun pola
swadaya ini mengalami peningkaatan
terus. Peningkatan luas lahan pola
swadaya tidak seimbang dengan
peningkatan produktivitasnya, dimana
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produktivitas pola swadaya lebih rendah
dari perusahaan besar , produktivitas
pola swadaya hanya sekitar 2,5 sampai 3
ton per hektar, sedang perkebunan besar
swasta sekitar 3,5 sampa 4 ton per
hektar. Provins Riau dan Sumatera

Utara merupakan provins  sentra
produkss CPO terbesar di Indonesia
dengan  kontribusi masing-masing

sebesar 23,75 persen dan 16,24 persen
(Kementerian Pertanian, 2016). Ekspansi
lahan perkebunan sawit adalah kata-
kunci yang penting untuk mulai
memahami semesta persodan kelapa
sawit di Indonesia.

Ekspansi tersebut telah dianggap
bertanggungjawab  atas  terjadinya
penggundulan hutan (deforestasi), emisi
karbon, dan hilangnya keanekaragaman
hayati (Puspa 2018), (Anwar et al.
2016). Selaras dengan hal itu, muncul
tudingan yang meluas bahwa industri
minyak kelapa sawit sebaga tidak
berkelanjutan (unsustainable). Di balik
pencapaian keberhasilan yang ada,
industri  perkebunan  kelapa sawit
Indonesia juga dihadapkan pada
tantangan yang harus diatass dengan
bijaksana, yaitu pandangan kuat yang
menggambarkan bahwa pengembangan
perkebunan kelapa sawit Indonesia
berdampak pada kerusakan sumber daya
adam dan kelestarian  lingkungan.
Kampanye negatif, baik di dalam negeri
maupun di luar negeri semakin ketat,
tuntutan yang sering dilontarkan di
antara para pemangku kepentingan
adalah bahwa pengembangan kelapa
sawit di Indonesia menerapkan sistem
pengembangan kelapa sawit
berkelanjutan. Salah satu upaya yang
dilakukan oleh pemerintah Indonesia
untuk memastikan keberlanjutan
pengembangan industri kelapa sawit
adalah menciptakan standar
keberlanjutan kebun yang disebut The
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Indonesian Sustainable Palm QOil (ISPO)
(Anonim 2020).

Pemerintah  Indonesia melaui
Kementerian Pertanian, meredam
tudingan negatif tersebut dengan
memberikan sertifikat Indonesia
Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada
usaha /pelaku kelapa sawit di Indonesia,
ISPO pada tahun 2012 secara resmi
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Perkebunan, standar ini sudah berlaku
dan wajib karena I1SPO didasarkan pada
hukum dan peraturan pemerintah
Indonesia. ISPO adalah pedoman dan
juga komitmen berdasarkan hukum dan
peraturan yang berlaku di Indonesia
Ketentuan ini  wagjib atau harus
diterapkan  untuk  pelaku  usaha
perkebunan di Indonesia dan target
penerapannya setelah keluar peraturan
presiden (perpres) (Anonim 2020). ISPO
bersifat mandatory atau wajib dan akan
ada sanks bagi perusahaan dan petani
swadaya yang tidak melakukan/memiliki
sertifikasi 1SPO.

Kabupaten Indragiri Hilir sama
halnya dengan kondis di Indonesia
umumnya, dimana juga terdapat 3 pola
pengelolaan kebun kelapa sawit. Luas
lahan pengelolaan pola swadaya, juga
merupakan yang terluas dari dua pola
lainnya. Kondisi geografis Indragiri hilir
yang terdiri dari daaerah dengan tipologi
daratan, pasang surut dan pesisir, dimana
luas lahan yang besar adalah yang
bertipologi rawa (pasang surut) dan
pesisir. Kondisi tipologi daerah Inhil ini
menyebabkan produktivitas yang rendah,
kualitas buah yang rendah, letak kebun
yang terpencar dengan sarana jalan yang
rusak dan biaya angkut yang tinggi serta
rantai pemasaran yang panjang
menjadikan harga jua TBS yang

diterima petani swadaya jauh lebih
rendah dibanding petani pola PIR.
Memperhatikan masalah ini, perlu

dilakukan penelitian untuk menentukan

nilai kesigpan petani swadaya kelapa
sawit di Kabupaten Indragiri Hilir untuk
memenuhi  standar Minyak  Sawit
Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan
masalah apa yang dihadapi petani
swadaya daam memenuhi standar-
standar ini (Apriyanto Mulono et al.
2017), (Apriyanto et al. 2017),
(Dharmawan et al. 2019).

Berdasarkan uraian diatas penditian
bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis penerapan ISPO ditingkat
petani swadayadi Indragiri Hilir.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan pada sentra
perkebunan  kelapa sawit  rakyat
(smallholders) di tiga desa di wilayah
Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu desa
Kempas Jaya, desa Teluk lanjut dan desa
pelangiran. Lokasi studi ditetapkan
secara sengaja, dengan pertimbangan
bahwa ketiga lokasi tersebut termasuk
daam kelompok (cluster) lima besar
sentra perkebunan kelapa sawit di
Kabupaten Indragiri  Hilir.  Luas
perkebunan kelapa sawit swadaya
menjadi penting untuk dipertimbangkan
sebagal parameter studi karena studi ini
bertujuan untuk mengukur seberapa
besar kesigpan petani kelapa sawit
swadaya menghadapi kebijakan
Indonesian Sustainable Palm Oil (1SPO).
Studi ini berfokus pada smallholders,
mengingat jumlahnya yang sangat
substansial dan melakukan ekspans
yang cukup cepat secara sporadik dan
hampir tidak terkendali karena skalanya
yang kecil tetapi menyebar.

Ketiga desa yang dipilih sebagai
kasus dalam studi ini diharapkan
mewakili desa-desa dengan rumah
tangga petani sawit swadaya yang
memiliki kompleksitas persodan pada
aspek legalitas lahan, bibit dan
pengelolaan lingkungan hidup serta
struktur nafkah yang khas. Ketiga desa
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ini secara faktual berada pada kawasan
lahan gambut dan berbatasan dengan
perusahaan perkebunan swasta besar di
wilayah Kabupaten Indrgiri Hilir. Fakta
lapangan memperlihatkan bahwa
beberapa bagian dari kebun kelapa sawit
milik rumahtangga petani berada di
dadam kawasan hutan yang secara
hukum agraria dinyatakan ilegal.
Penetrasi perkebunan kelapa sawit ke
dalam kawasan hutan menjadi tantangan
besar isu keberlanjutan produksi kelapa
sawit, utamanya terkait dengan aktivitas
deforestas (Schouten and Glasbergen.,
2011; Wicke et al. 2011; Hansen et al.
2015) dan dih fungs lahan serta
perubahan lanskap ekologi kawasan
(Wicke et al. 2011; Gatto et al.,2015;
Hansen et al. 2015; Euler et al. 2017)
yang mengkhawatirkan.

Data yang dikumpulkan meliputi
data primer dan data sekunder. Data
primer dikumpulkan melalui metode
survai dengan menggunakan kuesioner
dan wawancara mendalam (indepth
interview) dengan menggunakan
pedoman wawancara.  Pengambilan
sampel untuk metode survei dilakukan
terhadap rumah tangga petani kelapa
sawit yang sudah melakukan budidaya
kelapa sawit minimal lima tahun (telah
menghasilkan) dan sudah panen minimal
satu kali panen. Pemilihan responden
dipilih secara acak sederhana vyaitu
sebanyak 30 responden untuk tiap desa
dengan asums jumlah ini sudah
memenuhi jumlah minimum responden
yang harus disurvey yang dihasilkan
oleh perhitungan dengan rumus Slovin,
dengan margin of error sebesar 20%.
Kerangka sampling dari studi ini adalah
rumah tangga petani yang kebunnya
berada dan tinggal di desa tersebut.
Sampel rumahtangga petani diambil
secara acak sederhana, dimana setiap
rumah tangga mempunya kesempatan
yang sama untuk dipilih sebagai sampel
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(Nugraheni dan Pangaribuan 2008).
Sementara data sekunder diambil dari
berbagai referensi yang relevan.

Andisis data penditian ini
meliputi: 1) struktur nafkah di tiga desa
untuk melihat apakah pendapatan yang
berasal dari perkebunan kelapa sawit
mencukupi dalam mendukung dalam
program sertifikasi ISPO; 2) anadisis
tentang legalitas meiputi tiga aspek
legalitas yang dipersyaratkan vyaitu
legalitas lahan, bibit, dan lingkungan; dan
3) melihat bagaimana (kemungkinan)
implementability dan operasionaisas
sertifikasi ISPO pada petani kelapa sawit
swadaya atau smallholders di tiga desa
penelitian. Pada dasarnya terdapat tujuh
prinsip penilaian ISPO, namun dalam
penelitian ini hanya dibatasi pada ruang
lingkup implementasi prinsip ISPO yang
berlaku bagi smallholders sgja yaitu
aspek livelihood legalitas lahan, bibit,
dan lingkungan hidup. Pelaksanaan
penelitian ini dari bulan November 2018
sampai dengan Maret 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nafkah Petani
Sawit

Dugaan awa pendlitian ini adalah
semakin dominan sumber nafkah dari
sektor perkebunan kelapa sawit di dalam
struktur nafkah rumahtangga petani,
maka kesiapan rumahtangga petani sawit
untuk mengimplementasikan sertifikasi
ISPO akan semakin bak. Fakta
dilapangan menunjukkan jarang rumah
tangga petani swadaya yang struktur
nafkahnya hanya menggandal kan semata
mata didukung sumber tunggal hasil
kebun kelapa sawit.

(Sibarani e a., 2015) dan
(Abdullah et a. 2019) menjelaskan
bahwa dalam upaya mempertahankan
hidup, menekan krisis dan sambil tetap
mempertahankan kesgahteraan rumah

Swadaya Kelapa
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tangga petani swadaya melakukan
divesifikasi nafkah. Adanya diversifikas
ini menunjukan dominasi hasil kelapa
sawit yang menjadikan dorongan petani
swadaya untuk melaksanakan sertifikasi.
Daam negara berkembang sumber
nafkah petani dipedesaan terdiri dari 3
sumber nafkah yaitu : farm income, off
farm income, dan non farm income yang
dimanfaatkan sedemikian rupa untuk
mempertahankan eksistens kehidupannya
serta merespon tekanan atau perubahan
dari kondis sekitar (Euler et al. 2017,
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Dharmawan et a. 2019; Mulyo et al.,
2015). Guna mempermudah dalam
mengklasifikasikan dalam penelitian ini
tetapi akan disederhanakan menjadi tiga
sumber yaitu perkebunan kelapa sawit
(oil palm), petanian secara umum
(agriculture), dan non farm activities
(semua aktivitas nafkah di luar sektor
pertanian). Hasil menunjukan bahwa
struktur nafkah di tiga desa sebagaimana
tersgji pada Gambar 1.

I I
Teluk lanjut Plangiran

Non Farm

Gambar 1. Sruktur Nafkah Rumah Tangga Petani Swadaya di Desa Kempas Jaya,
Desa Teluk Lanjut dan Desa Plangiran. (sumber data penelitian).

Dari Gambar 1 terlihat bahwa
struktur nafkah petani swadaya ditiga
desa bukan kelapa sawit bukan
merupakan pendapatan yang dominan.
Gambar 1  menunjukkan  bahwa
sesungguhnya sumber nafkah  dari
perkebunan kelapa sawit tidak cukup
signifikan untuk mengatakan bahwa tiga
desa tersebut adalah sentra perkebunan
sawit rakyat secara ekonomi, dimana
sertifikas ISPO dapat dengan mudah
diimplementasikan.

Struktur  nafkah  yang  tidak
didominasi oleh pendapatan dari kelapa
sawit, maka sertifikas ISPO dapat

diterapkan kepada rumah tangga petani
kelapa sawit swadaya, maka biaya
sertifikas  justru akan membebani
sumber nafkah lainnya. Hal ini
disebabkan karena proses sertifikas
ISPO membutuhkan biaya yang cukup
signifikan bagi smallholders, sementara
sesungguhnya struktur nafkah rumah
tangga petani kelapa sawit di banyak
sentra produksi masih lemah.

Apabila rumah tangga petani
kelapa sawit swadaya ingin
memperbesar kontribusi ekonomi dari
kelapa sawit, satu-satunya jalan yang
dapat ditempuh oleh rumah tangga
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petani kelapa sawit swadaya adalah
dengan melakukan ekspans lahan
(sesuatu yang akan menghasilkan resiko
lingkungan hidup sangat serius).

Dua keadaan ini akan terlihat dua
hal : (1) kemungkinan smallholders tidak
bergairah untuk mengimplementasikan
ISPO karena proporsi nafkah dari kelapa
sawit yang rendah; (2) Akan terjadi
banyak lahan yang tereksklusi dari
sertifikass ISPO karena dipandang
illegal. Tujuan ISPO sebenarnya yaitu
mengeluarkan lahan illegal dari sistem
produksi legal dan berkelanjutan,agar
kredibilitas pasar CPO di mata
internasional  dapat meningkat pada
akhirnyaResko ini tentu berat bagi
petani, oleh karenanya harus ada langkah
opsional bagi peningkatan kese ahteraan.

Guna menyelesaikan kendala di
tingkat petani swadaya  maka
peningkatan produktivitas dapat
berimplikasi pada peningkatan
kontribusiekonomi  dari kelapa sawit
dalam struktur nafkah. Artinya, kesiapan

rumah tangga petani kelapa
sawitswadaya dalam mel akukan
sertifikas  ISPO dapat  ditingkatkan

hanya jika rumah tangga petani kelapa
sawit swadaya mampu meningkatkan
produktivitas per hektar lahan kelapa
sawit yang mereka miliki, sehingga
tingkat pendapatan rumah tangga
meningkat. Tetapi faktor eksternal
berupa peningkatan ataupun penurunan
harga kelapa sawit dunia tetap harus
menjadi perhatian, karena berpotensi
menambah atau mengurangi kontribusi
pendapatan rumah tangga yang berasal
dari sektor kelapa sawit terhadap
keseluruhan pendapatan rumah tangga.
Berdasarkan struktur nafkah rumah
tangga petani kelapa sawit swadaya di
tiga desa lokas penelitian dapat
dismpulkan bahwa kondis struktur
nafkah rumahtangga petani kelapa sawit
swadaya saat ini sgatinya belum siap
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untuk dilakukannya proses sertifikas
ISPO, kecuali perbaikan mendasar pada
aspek produktivitas dilakukan terlebih
dahulu, kredibilitas CPO Indonesia di
pasar internasional, tetap rendah atau
gloomy sepanjang struktur nafkah
sebagaimana dijelaskan di atas, terus
berlangsung.

2. Legalitas L ahan Budidaya

Salah satu prinsip yang harus
dipenuhi menuju ISPO adalah legalitas
lahan  yang  dibuktikan  dengan
kepemilikan sertifikat tanah, akta jual
beli tanah, dan bukti kepemilikan tanah
lainnya yang sah. Seperti tertuang dalam
Keputusan Menteri Pertanian Indonesia
No. 19/Permentan/OT.140/3/2011. Secara
ideal, skema  sertifikas ISPO
merencanakan agar seluruh petani kelapa

sawit swadaya di Indonesia dapat
tersertifikass  (Brandi et al. 2013)
(Takramaet al. 2015).

Sertifikas  ISPO, akan melihat

tentang penggunaan lahan untuk kebun
sawit di Indonesia terutama bagi petani
kelapa sawit swadaya. Studi kelak
menyimpulkan bahwa tidak semua lahan
petani  bisa diikutsertakan dalam
sertifikas  ISPO, karena asal-usulnya
yang tidak jelas secara hukum. Lahan
kebun yang berada di dalam kawasan
hutan, tanah negara, dan areal Hak Guna
Usaha (HGU) tidak bisa memiliki bukti
kepemilikan tanah yang sah. Tanah
dengan klam yang tumpang tindih
dipandang tanah bermasalah yang harus
dikeluarkan dari 1SPO. Hasil penelitian
menunjukan bahwa perkebunan kelapa
sawit swadaya dikembangkan di dua tipe
status legal tanah yang ada di pedesaan.
Status pertama adalah perkebunan
kelapa sawit yang dikembangkan di
Kawasan Budidaya Non Kehutanan
(KBNK) atau Area Penggunaan Lain
(APL). Pada status pertama ini,
penanaman kelapa sawit dinyatakan sah
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secara undang-undang kehutanan dan
karenanya sesuai dengan prinsip-prinsip
keberlanjutan dalam praktik perkebunan.

Status kedua adalah perkebunan
kelapa sawit yang dikembangkan di
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).
Kelapa sawit yang ditanam di atas lahan
degan status seperti ini dinyatakan tidak
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Gambar 3.

L uas Penguasaan Rata-rata Rumah tangga Petani Kelapa Sawit

Swadaya di Tiga Desa Penelitian, berdasarkan L etak/Status Legalnya, dalam Satuan
Hektar (Ha)

Pada Gambar 3 diperlihatkan
bahwa struktur agraria perkebunan
kelapa sawit yang illegal (kelapa sawit di
daam Kawasan Budidaya Kehutanan/
KBK) di tiga desa sangat rendah
dibandingkan perkebunan kelapa sawit
di tanah yang lega (kelapa sawit di
ddam Kawasan Budidaya Non
Kehutanan/KBNK). Ha ini menunjukan
bahwa petani swadaya di tiga desa
tersebut tidak mempunyai masalah
daam legaitas dan status lahan
budidaya. Fakta ini menunjukkan juga
konsekuensi bahwa semua produksi
kelapa sawit yang berasal dari tiga desa
tersebut tidak beresiko terhadap konflik
agraria, pemburukan kualitas lingkungan
hidup dan ketidak berlanjutan sehingga
dapat disertifikasi oleh ISPO.

Status illegd land biasanya
disebabkan karena perkebunan kelapa
sawit yang diusahakan berada di
kawasan konservasi (forest conservation
land) atau kawasan hutan produksi.
Status illegal land biasanya berkaitan
dengan pola ekspansi perkebunan kelapa
sawit yang dilakukan oleh petani kelapa
sawit swadaya karena tidak tersedianya
lagi lahan di kawasan APL/KBNK yang
tersisa.

Legalitas lahan juga ditunjukkan
melalui  kepemilikan sertifikat tanah.
Studi Brandi et al. 2013 menunjukkan
bahwa teridentifikasi bahwa terdapat gap
antara persyaratan standar sertifikas
RSPO dengan praktik di lapangan, salah
satunya adalah keberadaan sertifikat
tanah yang sulit diadakan oleh petani.
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Fakta lapangan pada studi ini juga
menunjukkan bahwa sertifikat tanah
sebagai sdah salu syarat dalam
sertifikas ISPO  sepenuhnya  belum
terpenuhi. Sebagian besar petani kelapa
sawti swadaya di tiga lokas studi tidak
memiliki sertifikat tanah melainkan
hanya sebatas Surat Keterangan Tanah
(SKT) atau Surat Keterangan Ganti Rugi
(SKGR) yang dikeluarkan oleh badan
berwenang pada level kecamatan dan
desa. Baikk SKT maupun SKGR bukan
alas hakatas penguasaan lahan yang kuat
dan sah di mata hukum formal.

3. Kgelasan Sumber Bibit
Sawit

Selain legalitas lahan, saah satu
prinsip atau kriteria ISPO lainnya adalah
tentang legditas bibit yang ditanda
dengan bibit kelapa sawit bersertifikat.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa
rumah tangga petani kelapa sawit
swadaya membeli bibit kelapa sawit
yang tidak bersertifikat. Asal usul bibit
kelapa sawit yang ditanam adalah dari
petani sawit lainnya yang bibitnya belum
jelas legalitasnya, atau bibit kelapa sawit
yang mereka gunakan adalah hasil
pembibitan secara mandiri oleh para
petani itu sendiri.

Hal ini dinilai sebagal bibit yang
tidak sah, karena boleh jadi ada resiko
atas penggunaan plasma nutfah yang
tidak dapat dipertanggung jawabkan
dampaknya di kemudian hari. Asal usul
atau sumber kelapa sawit adalah hal
yang sulit dilakukan bahkan dengan

Kelapa
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konsentrasi tinggi dalam produksi sawit
dunia di Indonesia dan Malaysia
(Dauvergne 2013). Pada tiga lokasi
studi yang diteiti telah mewakili
karakteristik  petani  kelapa  sawit
swadaya di Indonesia dalam
memanfaatkan bibit di  kebunnya
Karakteristik tersebut adalah bahwa
persentase penggunaan bibit kelapa
sawit bersertifikat biasanya tidak lebih
dari 35% dari luas kawasan kebun
kelapa sawit yang ada. Artinya sebagian
besar kebun kelapa sawit yang ada tidak
menggunakan bibit bersertifikat,
walaupun dalam beberapa kasus di
dalam satu persil kebun kelapa sawit
terdapat pohon sawit yang sebagian
bersertifikat dan sebagian lainnya tidak
bersertifikat. Dari perspektif penggunaan
bibit, dapat dikatakan bahwa sebagian
besar lahan kebun petani kelapa sawit
swadaya atau smallholders tidak
memenuhi syarat |SPO.

Sadah satu ha penting daam
sertifikasi 1SPO adalah prinsip legalitas
bibit atau bibit kelapa sawit bersertifikat
untuk memenuhi standar tata
kelolalingkungan hidup dan sumberdaya
alam yang lestari. Bila prinsip legalitas
bibit ini tidak terpenuhi, maka
keseluruhan prinsip tidak berlaku bagi
petani yang bersangkutan. Artinya setiap
persil kebun yang di dalamnya tumbuh
pohon kelapa sawit dengan bibit tidak
bersertifikat, maka kebun tersebut
dianggapillegal dari perspektif budidaya
perkebunan yang berkelanjutan (1SPO).
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Gambar 5. Status Legalitas Bibit Kelapa Sawit di Tiga Desa dalam presentase

Melihat pada fakta bahwa di tiga
lokasi studi tersebut menampilkan bibit
kelapa sawit tanpa sertifikat yang
dominan, maka dapat disimpulkan
bahwa: a) sebagian besar petani kelapa
sawit swadaya dapat dikatakan sebagal
tidak taat pada prinsip tata kelola kelapa
sawit yang berkelanjutan; b) oleh karena
itu, petani sawit swadaya tersebut tidak
akan bisa mengimplementasikan
sertifikas ISPO. Ujung dari persoaan
inl sama, vyaitu setigp produk yang
dihasilkan oleh kebun kelapa sawit dari
tanaman yang bibitnya dipandang illegal,

maka akan ditolak oleh pasar
internasional .
PENUTUP

Kesigpan petani kelapa sawit

swadaya di tiga lokas penelitian dalam
menghadapi implementasi ISPO, secara
struktur nafkah dinyatakan belum siap
karena pendapatan dari oil palm bukan
merupakan sumber nafkah yang utama

dinyatakan tidak siap untuk
mengimplementasikan  ISPO  karena
sebagian besar petani kelapa sawit

swadaya menggunakan bibit yang tidak
jelas asal-usulnya.
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